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Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 
Mengingat 

Menimbang : bahwa unruk melaksanakan ketcntuan 
Pasa] 3 a}'-at jl) Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 11'ahLm 2016 tentang Pcrangkat 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah ternang Pembentukan dan Susunan 
?erangkat Daerah Kabupaten Kolaka; 
J.. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

PEMBENTUKAN !DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA 
_.; 

TENT ANG 

BUPATI KOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 5 TAHUN 2016 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5{>79); 

4. Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 

Tam bah an 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

ten tang 
Republik 

2014 Tahun 

2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 
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Dalam Pera turan ini yan.g d.imaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupatea Kclaka; 

2. Pemerintah Daerah adata.h Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kolaka; 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sel'anjumya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kolaka; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM, 

Pasal I 

PERATURAN ~AERAH TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAER,!\H KABUPATEN 
KOLAKA. 

... , Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI KOLAKA 
dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA!;;RAH KABUPATEN 
KOLA KA 

• 
Dengan Persetujuan Bersarna 
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tertentu; 

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka; 
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaien Kolaka; 
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kolaka; 
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah 

Kabupaten Ko'laka yang dipimpin oleh camat; 
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksanan 

teknis dinas yang melaksana.kan kcgiatan teknis 
operasionaj dan/ atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu; 

13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana 
teknis Badan untuk mela.ksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
•1" . 

Kabupaten Kolaka; 

5. Perangkat Dacrah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka; 

6. Sekretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kola.ka; 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya dising}cat Sekretariat DPRD, adalah 
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Sekretariat DPRD Tipe B; 

c. lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka, merupakan 
lnspektorar Tipe A; 

rnerupakan 

Dengan Peraruran Daerah mi dibemuk Perangkat Daerah 
dengan susunan sebagai berikut; 

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Koiaka, rnerupakan 
Sekretariat Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, 

BAB 11 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PEAANGKAT D.",.ERAH 

Pasal 2 

14. Urusan Pcmerintahan adalah kekuasaan pernerintahan 

yang rnenjadi kcwenangan Prcsiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 

dan penyelenggara Pcrnerintahan Daerah untuk 

rnelindungi, rnelayani, memberdayakan, 

mensejabserakan masyarakat; 

15. Fungsi pc.n·•nj~ng adalah fungsi yang mengaturvdan 
rnengurus untuk rnenunjang kelancaran peiaksanaan 
fungsi inti. 
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d. Dinas Daerah Kabupaten Kolaka, terdiri dari: 

l l Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil 

Ka bupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan 

Urusan Pernerintahan Bidang Adrninistrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2) Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, Tipe A 

. ri;,:riyelenggarf\kan Urusan Pemerjntahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan; 

3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Tipe A 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup, dan Bidang Kehutanan; 

4) Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Tipe A 

menyelenggaraka.n Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisat.a; 

5) Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Kolaka, Tipe A rnenyelenggarakan 

Urusan Pernerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 

6) Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kolaka, Tipe A 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Penanarnan Modal; 

• 
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Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang 
Perdagangan; 

Tipe A menyelenggarakan Urusan Kolaka, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintaibiao Bidang 
Ketentraman dan Ketertiban Umum, serra 
Perfindungan Masyarakat (Sub Po1 PP) dain Bi"dang 

Ketentraman dan Ketertiban Urnuen serta 
Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran}; 

12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

A 
...... 
i!~ Kolaka, Kebakaran Kabupaten 

Urusan Pcmerintahan Bidang Pertanian; 
9) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kawpa.ten 

~ .. ...-1:!"~ .., ·~ .. 

Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pertanian; 

l 0) Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, Tipe A 

menyelcnggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Sosial; 

I I J Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

,, 

Tipe A rnenyelenggarakan Kabupaten Kolaka, 

• 

Pangan dan Hortikultura 

7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Kolaka, Tipe A rnenyelenggarakan Urusan 
Pernerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang 
Kebudayaan; 

81 Di.nas Tanaman 

.. 
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Pcmerintahan Bidang Komunikasi dan fnformatika, 
Bidang Statistik dan Bidang Persandian; 

18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Mericngah 

Kabupaten Kolaka, Tipe B rnenyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha 
Kccil, dan Menengah; 

Tipe B menyelengg;uakan Urusan Kolaka, 

menyelenggarakan Urusar. Pemerintahan Bidang 
Keschatan; 

17) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Tipe B 16) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 

13) Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten 
Kolaka, Tipc A menyelenggarakan Urusan 
Pernerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang 
Transmigrasi; 

14) Dinas Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan 
Urusan Pernerintahan Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; ·~,~ .,.~ ... 

15) Dinas Pernuda dan Olahraga Kabupaten Kolak;: 
Tipe B menyclcnggarakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Kcpcmudaan dan Olahraga; 
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J 9) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka, Tipe 

B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Pangan; 

20) Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 

Ka bu paten Kolaka . Tipe B rnenyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 

21) Dinas Pengenclalian Penduduk d,;r..,, Kcluarga., . 
Berencana Kabupaten Kolaka, Tipe B 
mcnyeienggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

22) Dinas Perhuoungan Kabupaten Kolaka, Tipe B 
menyclenggru-a.!can Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan [urituk wilayah daratan): 

23) Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk:iman 
Kabupaten Ko!aka, Tipe B menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukirnan; 

24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupatcn 
Kolaka, Tipe C inenyelenggarakan Urusan 
Pernerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang 
Kcarsipan; 

. - 
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fl)' Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat 
Daerah; 

Pasal 3 

Penunjang Keuangan; 

4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr 
Daya Manusia Kabupaten Kolaka Tipe B 
melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, 
Pendlidikan, dan Pelatihan; 

5} B:ooan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 
Kolak:a Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penelitian dan Pengembangan. 

Dacrah Retribusi dan 

e. Badan Daerah Kabupaten Kolaka, terdiri dari: 
I) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

J<.;ibt.tpaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi 
Penunjang Perencanaan; 

2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi 
Penunjang Keuangan; 

.,3). Badan Pengclola Pajak 
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Pasal 5 

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan 
asas: 

Ketentuan lebih lanjut rnengenai kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungai, serta tata kerja Perangkat 
Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut 
dengan peraturan. bupati. 

Pasal 4 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. kecarnatan Baula dengan Tipe A; 
b. kecarnatan Iwoirnendaa dengan Tipc A; 
c. kecamatan Kolaka dengan Tipe A; 
d. kecarnatan Latarnbaga dengan Tipe A; 

e. kecamatan PoJinggona dengan Tipe A; 
f. kecamatan Pomalaa.dengan Tipe A; . 
g. kecamatan Sarnaturu dengan Tipe A; 
h. kecamatan Tanggetada dengan Tipe A; 

1. kecarnatan Toari dengan Tipe A; 
J. kecamatan Watubangga dengan Tipe A; 

k. kecamatan Wolo dengan Tipe A; 

!. kecamatan Wundulako dengan Tipe A. 
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ill Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk 
Unit Pelaksema Teknis (UPT). 

f2l UPr dibentuk untuk mclaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu perangkat daerah induknya; 

'3J1 Penrbentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan t'eraturan 
Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah 
pusat. 

BAB Ill 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 6 

a. urusan Pemerintahan yang mcnjadi Kewcnangan 
Daerah; 

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan Poterisi Daerah; 
c. efisien si; 
d. efektivitas; 

e. pembagian habis tugas; 
f. rentang kendali; 

•. g. tata kerja yang jtJas.:. ~~.':! 
h. lleksibilitas. 
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Pasal 8 

( 1) Selain Unit Pelaksana 1ieknis Dinas Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaiman.a dirnaksasd daiam Pasal 4, 
terdapat Unit Pelaksana Tekn is Dinas Daerah 
Kabupaten/Kota di Bidang Keseha:tan lberupa Rumah 
Sakit Daerah Kabupaten/Ko!a sebagai Wimt organisass 
bcrsifat fungsional clan unit layanae yaoo,g bekerja 
secara profcsionaJ. 

(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaterr/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) bersifat otonem dalam 
penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata 
kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan 
keuangan badan layanan umum daerah. 

Pasal 7 

(1) Selain Unit Pelaksana Tcknis Dinas Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dH.l,uu Pct;;,11 4 

terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Dacruh 
Kabupaten/Kota di Bidang Pendidika.n berupa Satuart 
Pcndiclikan Daerah Kabupaten /Kota. 

(2) Satuan Pendidikan Daerah NahupatenfKota 
sebagaimana dirnaksud pacla ayat tFJ l::terlx'l:,fuk Satuan 
Pendidikan Formal. 
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BAB V 
KEPEGAWAIAN 

Pasa] 11 

Pejabat Aparatur Sipil Regara pada Perangkat Daerah 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan 
peraturan peru.ndang-undangan. 

Pasal 10 
Bupati dalam rnelaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf 
Ahli. 

.,. . ... .; - ,- 

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, UPT yang 
sudah dibenruk tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dengan ditetapkannya peraturan Bupati Kolaka tentang 
pernbcntukan UPT yang baru. 

BAB IV 

STAF AHLI 

Pasal 9 
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{I) Perangkat Dacrah yang melaksanakan Urusan 
Pcmerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
yang terbcntuk dengan susunan organisasi dan tata 
kerja sebelurn Perda iru diundangkan, tetap 
melaksanakan tuga&T\~a sarnpai dengan peraturan 
perundang-undangan mengeriai pelaksanaan urusan 
pernerintahan umum diundangkan. 

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melakeanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Kesaruan Bangsa dan 
Politik sebagaimana dirnaksud pada ayat !I) tergabung 
dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah 
tersebut bainya rnetaksanakan Urusan Pemcrmtailan 
Bidang Kesatuan Bangsa clan Politik. 

(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sarnpai dengan 
peraturan perundang-undangan rnengenai pelaksanaan. 
urusan pernerintahan urnum diundangkan. 

Pasal 12 

BAB VI 
Kl!:Tl:!:NTUAN LAIN-LAIN 

, 
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BAB VII 

KETENTUAN PERAL/HAN 

Pasal 14 

Pada saat mu!ai berlakunya Peraturan Daerah iru, 
~sian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja 
paefa perangkat daerah untu.k pertama kalinya dilakukan 
oengan mengukuhkan pcjabat yang sudah memegang 
jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan 
ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan 
kompetensi jabatan. 

- 16- 

Pasal 13 

Perangkat Daerah yang rnelaksanakan Sub Urusan 
Pcrnerintanan Bidang Bencana, dan Sekretariat Korps 
Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dcngan 
susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan 
Daerah ini diundangkan, tetap me!aksanakan tugasnya 
sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang 
rnelaksanakan sub urusan bencana, dan Sek.retariat Korps 
Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 15 

Pelaksanaan rugas pokok dan fungsi perangkat daerah, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini 

dilaksanakan mulni tahun 2017. 

BAB Vlll 

KE,'TENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

(1) Dengan berl!akun_ya Peraturan Daerah ;ni, maka: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 

tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi (Ian 
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Kolaka; 

b, Jl"era,turan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 
tathut(]) '20f!7 reotang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerj'a Dmas Daerah Kabupaten Kolaka; 

c, Peratmani Daerah Kabupaten Kolaka Nornor 38 
rahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Kolaka , kecuali Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Kolaka, sarnbil menunggu 
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peraturan pernerintah, dan Organisasi dan Tata 

Kerja Rurnah Sakit Urnum Daerah Kabupaten 
Kolaka, sambil rnenunggu peraturan presiden; 

d. Peraturan Daerah Kabupatcn Kolaka Nornor 39 
tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Kccamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Kolaka; 

c. Peraturan Daerah Kabuparen Kolaka Nomor 40 
tahun 2007 tentang Pernbentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Kolaka; 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 
tahun 2009 tentang Perubahan Pertama At.as 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 
Tahun 2007 Tentang Pernbcntukan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Kola.ka; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 
tahun 2010 tentarrg Pernbentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka; 
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Kabupaten Kolaka Nornor 36 tahun 2007 tentang 
Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daer.ah dan Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRDI Kabupaten Kolaka; 

Kedua Atas Peratucan Daerah Perubahan 

Pembentukan Orgauisasn dao Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Kolakm; 
J. Peraturan Dae rah Nornor 06 Tatmn 201 i tcntang 

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotaka Nornor 36 tahun 2007 tentang 
Pernbentukan Organrsasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekrci:Zria.t Dewan Perwakiian Rakyat 

Daerah (DPRDJ Kabupatten Koaaka; 
k. Peraturan Daerah Nomov Oil Trunm 2'013 tentang 

Kabupaten Kolaka Nornor 38 nahun 2007 tentang 
~ "-· -- "':'; ' 

Kedua Atas Peraturan Daerah Perubahan 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 07 
tahun 20 l O ten tang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 
tahun 200'7 tentang Pernbentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatcn Kolaka; 

1. Peraturan Daerah Nornor 08 'Fahun 20iH) terxang 

-19· 



Peraturan Daerah iru rnulai bcrlaku pada tanggal 
diundangkan 

Pasal 17 

I. Perat uran Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kctiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupatcn Ko!aka Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga 
Teknis Daerah Kabupatcn Kolaka. 

dicabut dan dinyatakan tids.k berlaku. 

(2) Semua keremuan yang mengatur tentang Organisasi 
Perangkat Daerah wajib berdasarkan dan 

menyesuaikan pengaturannya dengan "flera.uran 
Daerah ini. 

-20- 
• 



SH.MH 

NOREG PER.At'TURAN DAERAH KABVPA'TEN KOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA . 5i97 /20 ~6 

LEMBARAN OAERl!H KABUP,\il'BN HOLAK.-\ T~llll!JN 20116 NO MOR 5 

Diundangkan di Kelaka 
pada tanggal 10 Oktober 20} 6 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

TfD 
POITU MURTOPO 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 10 Oktober 2016 
BUP.ATI K.OLL',KA, 

TI'D 

AHMAD SAFE! 

:. 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka. 

dengan iru Dae rah Pcraturan pengundangan 
Agar seciap orang mcngctahuinya, mernerinrahkan 
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I. UMUM 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pcmerintahan Daerah yang menggantikan 
Undaog-Undang Nomor 3?. Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, telab membawa perubahan 
kebijakan ternadap pembentukan Perangkat Daerah. 
Organisasi Perarrgkat Daerah ditata ulang disesuaikan 
dengan prinsip organisasi yang rasional, proporsional, 
e£ektif, dan efisicn. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkaa Daerah. 

t-. .,_. ·- ~ 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 5 TAHUN2016 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNANI 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
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clcngan tipologinya masing-rnasing, yang terdiri atas: 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRO, Dinas , Badan, 
Inspektorat, dan Kecamatan. Adapun ketentuan mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, tugas clan fungsi, scrta 

Pernbentukan dan Susunan 
Kolaka, di dalamnya 
pembentukan Perangkat 

rm mengarur m~l1lai 
Perangkat IDaeraJIJ. Kabupaten 

hanya dimuat pennyataan 
Daerah Kabupaten Kolaka. 

Daerah Peraturan 

Organisasi Daerah dikelornpokkan tcrdiri atas 5 
(lima) elernen, yaitu Kepala Daerah yang dibantu olch 
Pcrangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, uo .. sur 
pelaksana. dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahr 
dalam sckretariat Daerah dan sekretariat DPRID. Unsur 

pelaksana Urusan Pernerintahan yang diserahkan kepada 
Daerah diwadahi dalam dinas Daerah, Unsu. jp.e;!rn'hnP'illl 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Da02l1lr; diwadahi · 
dalam badan Daerah. Urisur penunjang yang khusus 
rnelaksanakan fungsi pernbinaan cl!alllJl pengawasan 
penyclenggaraan Pemerintahan Oaerah diiwadahi dalam 
inspekrorat. Di samping itu, pada l}.te.rail! ini dibentuk 
kecarnatan sebagai Perangkat Daaab. ya.~ bersifat 
kewilayahan untuk melaksanakan Ifl!trlg:;'ii !lr.oordinasi 
kewilayahan dan pelayanan tertc1'lm ~ bersifat 
sederhana dan Intensitas tinggi. 
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didasarkan pada perhitungan jurnlah nilai variabel beban 

kerja, yang terdiri dari variabel urnum daJ11 variabel tekriis. 

Variabel umum, meliputi jumlah pend'uduk, luas wilayah, 

jurnlah ariggaian - pendajiatan dan belanja Daerah dcngan 

bobot sebesar 20% (dua puluh per sen] dan variabel teknis 

yang merupakan beban utarna dengan bobot sebesar 80% 
(delapan puluh persen). 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, beberapa 
peraturan daerah Kabupaten Kol.aka yang rnengatur 

mengenai pcrangkat daerah dinyalakan dicabut dlan tidak 
bcrlaku, yaitu: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ko~ka Nomor 36 tahun 

2007 tentang Pembentukan O'lig.o>isasi darr Tata Kerja 

Sekretariat Dacrah dan Sekretariat. Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupatcn Kolaka; 

terse but Daerah tipc Perangkat Penetapan 

tata kerja Pcrangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, 

akan ditctapkan tersendiri lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 

2007 tentang Pcrnbe ntukan Organisasi dan Tat.a Kcrja 
Lernbaga Teknis Dae rah Kabupatcn Kolaka, kecuali 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan 
Bangsa, 

4. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Kolaka, sambil menunggu Peraturan Pemerintah, dan 

, .. ~Organisasi dan 'Fata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ·- ) 

Kabupaten Xolaiia, sarnbil menunggu Peraturan 
Presiden; 

5. Peraturan Daerah h'.ah.ur;Mi!.en Kolaka Noroor 39 tahun 
2007 tentang Pembenrutcan Organisasi dan Tata Kcrja 
Kecamatan dan Kelurah.a.n Kabupaten Kolaka; 

6. Peraturan Daerah Kaoupaten Kolaka Nomor 4GI tafum 
2007 rentang f\:mi:>entukart Organisasi dan Tara Kerja 
Satuan P.olisi Panoo:ng Praja Kabupaten Kolaka; 

7. Peraurran IDaerah Kabupaten Kolak.a Nomor 15 tahun 
2000 temang Perubahan Pertarna Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pernbcntukan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; 

8. Peraturan Daerah Kabupatcn Kolaka Nomor 05 tahun 
2010 tentang Pembeniukan Orga.nisasi dan Tata Kerja 
Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Kolaka; 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 07 tahun 
20 IO centang Pcrubahan Pertama Atas Peraturan 
Daezah Ka.bupatcn Kolaka Nomor 37 tahun 2007 
teruang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Kolaka; 

bO. Peraturan Daeran Nomor 08 Tahun 2010 tcntang 

Peru~ Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kolaka Nornor 38 tahun 2007 tentang Pembcntukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Kolaka; 

1 1. Peraturan Dae rah Nornor 06 Tahun 20 I l lentang 
Perubahan Pertarna Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tcntang Pembentukan 
Organasasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
~iat Dewan Perwa.kilan Rakyat Dacrah (DPRD) 
~lh.upaten, Kofaka; 

12. R'e,anui,an Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kolaka Nemer 36 tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi dan. Tata Kerja Sekretariat Dacrah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah (DPRD) 
Kabupaten Kolaka; 
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Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas, 

Pasal 3 

Cukup Jelas. 
Pasal4 

Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

13. Peraturan Dacrah Nomor 02 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kctiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kolaka Nornor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Kolaka. 

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan Perangkat 
Daerah Kabupate.: Koiaka bisa berjalan lebih elj_sien, 
efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan 
kemampuan Daerah. 

-27- 

~--- 



Yang dimaksud der.gan asas "efisiensi" adalah 
pernbentukan Perangkat Daerah ditcntukan 
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang 
paling tinggi yang dapat diperoleh. 

Huruf c 

volume beban tugas untuk mendukung dan 
memrnjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 

Huruf b 

Yang dirnaksud dengan asas "intensitas Urusan 
Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah 
penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah 
didasarkan pada volume beban tugas untuk 
melaksanakan suatu Urusan Perncrintahan atau 

Pembantuan. 

Urusan Pemerintahan 
asas otonomi dan Tugas 

mclaksanakan 
berdasarkan 

Pemerintahan yang menjadi kcwenangan Daerah" 
adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk 

"Urusan asas dengan dimaksud 

Pasal 5 
Huruf a 

Yang 
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Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" 
adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah 
mempunyar hubunga.n kerja yang jelas, baik 
vertikal maupun horizontal. 

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendaili" 
adalah penentuan jumJah Perangkat Dae.rah cllan 
jumlah unit kerja pada PeFarrgkat Daerah 
didasarkan pada kemampuan pelilgendaJiatn unit 
kerja bawahan. 

Huruf g 

Huruff 

• Yang dimaksud dengan asas "efcktivitas" adalah 
pembentukan Perangkat Daerah harus bcrorientasi 
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna , 

Huruf e 

Yang dirnaksud dengan asas "pembagian habis 
tugas" adalah pembentukan Perangkar Daerah 
yang membagi habis s, tug11s dan fungsi 
penyelcnggaraan pernerintahaja kepada Perangkat 
Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi 
yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat 
Dae rah. 

,., " ., 

Huruf d 
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Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup Jelas 
Pasal 12 

Cukup jelas. 

Cukup Jelas. 
Pasal 9 

Pasal 8 
Cukup Jelas . 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Pemerintah ini ditetapkan. 

r ~,·:.. 

memberikan ruang unruk menampung tugas dan 
fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan setelah Peraturan 

Dae rah 

Daerah tugas dan fungsi. Perangkat 

kerja pada Perangkat 

penentuan 

dan unit 

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah 

Huruf h 
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• 
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Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Cukup jclas 

• 

.. -31- 




